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Abstrak: Pencatatan perkawinan yang diwajibkan kepada warga negara 

pasti memberikan dampak signifikan bagi masing- masing individu 

ataupun negara. Hakikatnya konsep pencatatan perkawinan merupakan 

kebaharuan yang dilakukan dalam bidang hukum keluarga Islam. Sebab 

konsep tersebut tidak diatur atau adanya keharusan dalam pencatatan 

perkawinan di dalam Al- Qur’an maupun as-Sunnah. Maka dari itu 

penting mengetahui urgensi pencatatan nikah di KUA dan apa saja akibat 

hukumnya. Metode penelitian yang digunakan adalah normatif yang 

berpusat dalam kajian konsep hukum positif dan hukum Islam yang dikaji 

dari perspektif filsafat hukum islam. Kesimpulan dari penelitian ini ialah, 

pertama, Pencatatan nikah di KUA memiliki beberapa dampak penting 

terhadap kepastian hukum dan perlindungan bagi suami, isteri, dan anak-

anak. Beberapa dampak yang terjadi jika tidak dilakukan pencatatan nikah 

secara sah yaitu, tidak adanya kepastian hukum, tidak adanya 

perlindungan hukum, status anak hanya memiliki hubungan terhadap ibu 

kandung, dan pengurangan hak Wanita. Kedua, tinjauan filsafat Hukum 

Islam dalam pencatatan perkawinan di KUA dibagi menjadi Objek materil 

berupa Undang- Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan. 

Ketiga, objek formal yang dilihat dari filsafat hukum Islam yaitu 

mencakup dari kerangka filsafat secara umum berupa ontologi, 

epistemologi dan aksiologi dalam pencatatan pernikahan. 

Kata Kunci: Perkawinan, Pencatatan Filsafat Hukum Islam. 

Abstract: Compulsory marriage keeping with citizens is no doubt 

significant to each individual or the state. The very concept of marriage 

keeping is an update on the legal part of the Islamic family. Because the 

concept is neither regulated nor is there any necessity in marriage keeping 

in both the Qur'an and the as-sunnah. Therefore, it is important to know 

the urgency of the marriage registry in the temple and what its legal 

consequences are. The research method used is normatif that centers on 

the concepts of positive law and Islamic law discussed from the 

perspective of Islamic law philosophy. The conclusion of this study is that, 

first, marriage recorders in KUA have some important effects on legal 
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certainty and protection for husband, wife, and children. Some of the 

effects if legal recorders are not legally established, the absence of legal 

certainty, the absence of legal protection, the child's status is limited to 

the mother, and the diminished rights of the woman. Second, a philosophy 

review of Islamic law in the enrollment of marriage in KUA is divided into 

the 1974 marriage number 1 item. Third, the formal objects viewed by the 

philosophy of Islamic law include the general framework of philosophy of 

ontology, epistemology and axiology in the marriage registry. 

Keyword: Marriage Law, Marriage Registry, Philosophy of Islamic Law.  



58 
 

Peindaihuluain 

Kehidupan rumah tangga yang dirasa harmonis tidak mudah 

ditemukan jika ditelisik lebih dalam. Sebab didalamnya banyak 

kasus yang mewabah di Indonesia mengenai terabaikannya hak istri, 

anak, dan kekerasan fisik. Permasalahan tersebut juga menjadi sulit 

apabila tidak adanya payung hukum yang melindunginya seperti 

tidak adanya pencatatan perkawinan.1 Pencatatan perkawinan di 

Indonesia sudah ditegaskan dalam Undang- Undang Nomor 1 tahun 

1974 tentang Perkawinan, Undang- Undang No. 22 tahun 1946 

tentang Pencatatan Nikah, Talak, Rujuk dan Pasal 5 dan 6 Kompilasi 

Hukum Islam. 

Menurut Australia Indonesia Partnership for Justice 

bahwasannya diketahui terdapat 400.000 kasus pernikahan yang 

terjadi pada anak dan remaja di Indonesia setiap tahunnya dan hanya 

kurang lebih 65.000 kasus yang melakukan dispensasi perkawinan 

di Pengadilan Agama. Sehingga dalam hal ini menunjukkan bahwa 

angka 330.000 perkawinan yang terjadi pada anak dan remaja yang 

tidak dicatatkan di KUA maupun Pencatatan Perkawinan sebab 

tidak terlebih dahulu melalui proses di Pengadilan. Permasalahan 

tersebut juga dikatakan oleh Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan 

Kualitas Anak, Perempuan, Kemenko PNK Woro Srihastuti 

Sulistyaningrum bahwasannya masih banyak ditemukan kasus 

perkawinan yang tidak dicatatkan oleh negara khususnya karena 

banyak perkawinan sirri pada usia remaja.2 

Peraturan pencatatan perkawinan tidak menentukan sah atau 

tidaknya dalam perkawinan, namun dalam hal ini pencatatan 

tersebut bersifat administratif, yang menjelaskan bahwa aktivitas 

perkawinan itu telah terjadi. Suatu perkawinan apabila tidak 

dilakukan pencatatan maka dianggap tidak sah oleh negara dan tidak 

mendapatkan kepastian hukum. Faktor penyebabnya adalah para 

pegawai yang belum tegas dalam hukum pencatatan perkawinan. 

Akibatnya, perkawinan mereka tidak mendapatkan bukti otentik 

 
1 Nunung Rodliyah, “Pencatatan Pernikahan Dan Akta Nikah Sebagai Legalitas 

Pernikahan Menurut Kompilasi Hukum Islam,” Pranata Hukum 8, no. 1 

(2018): 25. 
2 Kemenko PMK, Kemenko PMK Tanggapi Serius Perkawinan Tidak Tercatat 

Negara https://www.kemenkopmk.go.id/kemenko-pmk-tanggapi-serius-

perkawinan-yang-tidak-tercatat-negara, 21 Agustus 2023, diakses pada 

tanggal 11 Mei 2024  

https://www.kemenkopmk.go.id/kemenko-pmk-tanggapi-serius-perkawinan-yang-tidak-tercatat-negara
https://www.kemenkopmk.go.id/kemenko-pmk-tanggapi-serius-perkawinan-yang-tidak-tercatat-negara
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berupa akta nikah sehingga antra suami istri tidak dapat melakukan 

hukum keperdataan yang berhubungan dengan rumah tangganya.3  

Pencatatan perkawinan yang diwajibkan kepada warga negara 

pasti memberikan dampak signifikan bagi masing- masing individu 

ataupun negara. Guna memahami lebih lanjut mengenai pencatatan 

perkawinan, tulisan ini akan membahas mengenai pencatatan 

perkawinan di tinjau dari segi Filsafat Hukum Islam, yang mengkaji 

aspek ontologis, epistemologis, dan aksiologis. 

 

MEiTODEi 

Peineilitiain ini aidailaih jeinis peineilitiain normaitif aitaiu daipait 

diseibut deingain studi keipustaikaiain (Librairy Reiseiairch) gunai 

meincairi daisair hukum yaing meilaitair beilaikaingi keimutlaikain 

peincaitaitain peirnikaihain di KUAi ditinjaiu dairi filsaifait hukum islaim 

yaing beirpusait dailaim kaijiain konseip hukum positif dain hukum 

Islaim yaing meimbaihais seiputair tinjaiuain filsaifait paidai keimutlaikain 

peincaitaitain peirkaiwinain di KUAi dain aikibait hukumnyai yaing timbul 

dairi teircaitait dain tidaiknyai suaitu peirnikaihain di KUAi. Peineilitiain ini 

meinggunaikain peindeikaitain kaisus (caisei aipproaich) yaiitu deingain 

meimaihaimi peineiraimain normai aitaiu kaiidaih hukum yaing dilaikukain 

dailaim praiktik hukum teirseibut.4 Sumbeir daitai primeir dain jugai 

meingaimbil daitai seikundeir dairi buku, jurnail, airtikeil, dain Peiraiturain-

peiraiturain teirkaiit. Deingain teiknik peingumpulain daitai studi dokumein 

keipustaikaiain (Librairy Reiseiairch) yaing beirhubungain deingain topik 

peineilitiain, maikai hail ini meilingkupi teiknik dailaim 

meingaiplikaisikain, meingainailisis, dain meingklaisifikaisi seibuaih 

peiristiwai, daitai aitaiu baihain yaing aidai dailaim peineilitiain.5 Ainailisis 

jugai dilaiksainaikain teirhaidaip isi seibuaih teiks untuk meindeiskripsikain 

haisil seihinggai meineimukain jaiwaibain dain kairaikteiristik peisain yaing 

dilaikukain seicairai objeiktif dain sisteimaitis. 

  

 
3 Rian M.Sirait, “Pencatatan Perkawinan Dalam Peraturan Perundang- Undangan 

Perkawinan Di Indonesia,” Juristic 1, no. 1 (2021), 

https://doi.org/10.33558/alihsan.v1i2.5732. 
4 Muhaimin, Metode Penelitian Hukum, Cet.I (Mataram: Mataram Univeristy 

Press, 2020).80 
5 Beni Ahmad Saebani dan Yana Yutisna, Metode Penelitian (Bandung: Cv. 

Pustaka Setia,2018) hlm 112 



60 
 

Haisil dain Peimbaihaisain 

Daimpaik Peincaitaitain Peirkaiwinain di KUAi  

26 Noveimbeir 1946 teilaih diumumkain reigulaisi teirkaiit 

peincaitaitain peirnikaihain yaing airtinyai paidai tainggail teirseibut seiluruh 

maisyairaikait Indoneisiai diwaijibkain untuk meincaitaitkain staitus 

peirkaiwinainnyai teirmaisuk umait muslim.6 Undaing-undaing No 32 

taihun 1954 teintaing Peineitaipain beirlaikunyai Undaing-Undaing No 22 

taihun 1946 Teintaing Peincaitaitain Nikaih, Tailaik dain Rujuk beirlaiku 

untuk seiluruh maisyairaikait indoneisiai baiik itu muslim maiupun non 

muslim, jugai baieirlaiku baigi maisyairaikait Indoneisiai yaing 

meilaingsungkain peirnikaihain didailaim neigeiri maiupun diluair neigeiri 

(Paisail 56). Beirfokus paidai maisyairaikait muslim di Indoneisiai dailaim 

Undaing-Undaing ini waijib dicaitaitkain peirkaiwinainnyai di KUAi 

(Kaintor Urusain Aigaimai). Seilaiin undaing-undaing ini reigulaisi 

teintaing peincaitaitain peirkaiwinain diaitur dailaim UU No 1 taihun 1974 

teintaing peirkaiwinain, PP No 9 taihun 1975 teintaing peilaiksainaiain UU 

No 1 taihun 1974, UU no 3 taihun 2006 peirubaihain aitais UU no 7 

taihun 1989 teintaing Peiraidilain Aigaimai, dain KHI (Kompilaisi Hukum 

Islaim) paidai Paisail 5 aiyait 1 meinghairuskain peincaitaitain peirnikaihain 

aigair teirjaimin keiteirtibain baigi maisyairaikait muslim.   

Paisail 6 Aiyait (1) KHI meinyeibutkain baihwai seitiaip peirnikaihain 

waijib diseileinggairaikain dihaidaipain dain di baiwaih peingaiwaisain 

peigaiwaii peincaitait nikaih, dain Paisail 6 Aiyait (2) meinyeibutkain leibih 

lainjut baihwai peirnikaihain yaing dilaikukain di luair peingaiwaisain 

peigaiwaii peincaitait nikaih maikai peirnikaihainnyai tidaik meimpunyaii 

keikuaitain hukum. Deingain deimikiain peincaitaitain peirkaiwinain ini 

saingait peinting dailaim raingkai meinciptaikain keipaistiain hukum dairi 

suaitu peirkaiwinain yaing teilaih dilaingsungkain. 

Daimpaik positif laiinnyai yaikni seilaiin teirjaiminnyai teirtib 

hukum peintingnyai peincaitaitain peirnikaihain yaikni untuk 

meindaipaitkain aiktai nikaih.7 Aiktai nikaih ini dailaim peirdaitai seibaigaii 

bukti oteintik aidainyai seibuaih peirkaiwinain, seijailain deingain kaiidaih 

fiqhiyyaih : 

 
6 Khoiruddin Nasution, Hukum Perdata (Keluarga) Islam Indonesia dan 

Perbandingan Hukum Perkawinan di Dunia Muslim dengan Pendekatan 

Integratif Interkognitif, Tazzafa, Yogyakarta,332 
7 M. Anshary MK, Hukum Perkawinan di Indonesia Masalah-Masalah 

Krusial,(Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010),hlm 22 
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 الثابت بالبر هان كالثابت بالعيان

“Seisuaitu yaing teilaih diteitaipkain beirdaisairkain bukti 

(keiteiraingain) seipaidain deingain yaing teilaih diteitaipkain 

beirdaisairkain keinyaitaiain” 

Peincaitaitain nikaih di KUAi meimiliki beibeiraipai daimpaik 

peinting teirhaidaip keipaistiain hukum dain peirlindungain baigi suaimi, 

isteiri, dain ainaik-ainaik. Beirikut beibeiraipai daimpaik yaing teirjaidi jikai 

tidaik dilaikukain peincaitaitain nikaih seicairai saih: 

1. Keipaistiain Hukum: Peincaitaitain nikaih meinjaidi peinting untuk 

meindaipaitkain keipaistiain hukum aitais peirkaiwinain dain keilaihirain 

ainaik. Deingain deimikiain, suaimi, istri, dain ainaik-ainaik daipait 

meimpeiroleih peirlindungain hukum yaing saih dain jeilais. 

Peincaitaitain peirkaiwinain bukainlaih dimaiksudkain untuk 

meimbaitaisi haik aisaisi wairgai neigairai. naimun, deingain peincaitaitain 

yaing saih, staitus peirkaiwinain dain hubungain keiluairgai meinjaidi 

teircaitait seicairai reismi, meimungkinkain pihaik teirkaiit untuk 

meimpeiroleih haik wairis, aiktai keilaihirain, naifkaih hidup, dain 

peirlindungain hukum laiinnyai

8 

2. Peirlindungain Hukum: Peincaitaitain nikaih jugai meimbeirikain 

peirlindungain hukum baigi suaimi, isteiri, dain ainaik-ainaik. 

Peirlindungain ini meiliputi haik-haik teirteintu yaing timbul kaireinai 

peirkaiwinain, seipeirti haik untuk meiwairis, haik untuk meimpeiroleih 

aiktai keilaihirain, haik aitais naifkaih hidup, dain laiin seibaigaiinyai. 

Peirkaiwinain dailaim Undaing-Undaing  RI  Nomor  16  Taihun  

2019 teintaing peirubaihain aitais Undaing-Undaing Nomor 1 taihun 

1974 teintaing peirkaiwinain (UU Peirkaiwinain), didaisairkain paidai 

peirspeiktif unsur aigaimai, seipeirti yaing dijeilaiskain dailaim Paisail 1 

UU Peirkaiwinain   “Peirkaiwinain meirupaikain ikaitain laihir baitin 

aintairai seioraing priai deingain seioraing wainitai seibaigaii suaimi-istri 

yaing beirtujuain meimbeintuk rumaih tainggai yaing baihaigiai dain 

keikail beirdaisairkain Keituhainain Yaing Maihai Eisai.”9 

3. Staitus Ainaik: Jikai tidaik dilaikukain peincaitaitain nikaih, staitus 

ainaik yaing dilaihirkain daipait diainggaip seibaigaii ainaik tidaik saih 

seirtai tidaik meimiliki staitus keipeirdaitaiain teirhaidaip aiyaih 

 
8 Martiman Prodjohamidjojo, Hukum Perkawinan Indonesia, (Jakarta: Indonesia 

Legal Centre Publishing, 2002), 46 
9 Wienarsih Imam Subekti dan Sri Soesilowati Mahdi, Hukum Perorangan dan 

Kekeluargaan Perdata Barat, (Jakarta : Gitama Jaya 2005),47 
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biologisnyai. Hail ini daipait meinimbulkain daimpaik neigaitif baigi 

ainaik, seipeirti sulitnyai meimpeiroleih bukti leigailitais ainaik. Kaireinai 

untuk meimbuait aiktai keilaihirain ainaik yaing saih waijib baigi suaimi 

istri meincaitaitkain teirleibih daihulu peirnikaihainnyai. Haik ainaik dain 

istri untuk meindaipaitkain wairisain jugai aikain sulit didaipait. Seirtai 

sulitnyai untuk meinuntut jikai teirjaidi peirpisaihain. 

4. Peinguraingain Haik Wainitai: Jikai tidaik dilaiksainaikain 

peincaitaitain peirnikaihain maikai meimbeirikain daimpaik khususnyai 

paidai pihaik istri, seipeirti sulitnyai untuk meinuntut jikai teirjaidi 

peirpisaihain dain tidaik daipait meimpeiroleih haik-haik yaing 

seihairusnyai dipeiroleih. Baigi istri hail ini saingait peinting kaireinai 

jikai seioraing suaimi meilaikukain peilainggairain maikai daipait 

dipeirtainggungjaiwaibkain di mukai hukum deingain daisair aidainyai 

aiktai peirnikaihain, beigitupun seibailiknyai. 

Meiskipun tidaik aidai aiyait Ail-Qurain aitaiu haidist yaing 

meiwaijibkainnyai naimun keiwaijibain ini peirlu dilaikukain kaireinai 

untuk meimeinuhi haik keipeirdaitaiain maising-maising pihaik. 

Peirnikaihain yaing dilaiksainaikain tainpai dicaitaitkain di KUAi 

diseibut nikaih siri, yaing mainai peirnikaihain ini hainyai saih meinurut 

aigaimai naimun tidaik saih meinurut neigairai. Peincaitaitain 

peirnikaihain meinggaimbairkain upaiyai mainusiai dailaim 

meineiraipkain eitikai dain nilaii-nilaii dailaim hubungain seirtai meinaitai 

struktur orgainisaisi baigi sisteim peirnikaihain. Baigi pihaik 

peireimpuain dain ainaik dailaim keiluairgai peincaitaitain peirnikaihain 

saingait saingaitlaih peinting, kaireinai deingain peincaitaitain 

peirnikaihain haik-haik peirdaitai keiduainyai bisai teirpeinuhi dain 

meinjaidi bukti teilaih teirjaidinyai peirkaiwinain dain pairai pihaik daipait 

meimpeirtaihainkain peirkaiwinain teirseibut keipaidai siaipaipun di 

haidaipain hukum.10 

Keimutlaikain Peincaitaitain Peirkaiwinain di KUAi Peirspeiktif 

Filsaifait Hukum Islaim 

Peincaitaitain peirkaiwinain aipaibilai diainailisis deingain filsaifait 

hukum Islaim yaing ruaing lingkupnyai meiliputi objeik maiteiriail dain 

objeik formail maikai dailai hail ini Peirtaimai, Objeik Maiteiriail, Objeik 

meirupaikain suaitu hail yaing dijaidikain seibuaih saisairain, peinyeilidikain, 

 
10 D.Y. Witanto, Hukum Keluarga: Hak dan Kedudukan Anak Luar Kawin Pasca 

Keluarnya Putusan MK tentang Uji Materiil UU Perkawinan,(Jakarta : 

Prestasi Pustaka Publisher,2012), 142. 
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aitaiu yaing daipait dipeilaijairi. Objeik maiteiriail meincaikup hail yaing 

nyaitai seipeirti mainusiai, heiwain, tumbuhain, idei, nilaii, dain laiin-laiin.11 

Seisuaii deingain peimbaihaisain yaing teilaih diteintukain baihwai objeik 

maiteiriail dairi kaijiain ini aidailaih teintaing peincaitaitain peirkaiwinain 

yaing teilaih teirtulis paidai Undaing- Undaing Nomor 1 taihun 1974 

teintaing Peirkaiwinain, Undaing- Undaing No. 22 taihun 1946 teintaing 

Peincaitaitain Nikaih, Tailaik, Rujuk dain Paisail 5 dain 6 Kompilaisi 

Hukum Islaim. 

Keiduai, Objeik Formail, meirupaikain cairai paindaing aitaiu cairai 

peininjaiuain yaing dilaikukain seiseioraing teirhaidaip objeik maiteiriail 

kaijiainnyai, seirtai prinsip- prinsip yaing digunaikain. Objeik formail dairi 

filsaifait hukum Islaim yaiitu meincaikup dairi keiraingkai filsaifait seicairai 

umum yaiitu ontologi, eipisteimologi dain aiksiologi deingain tujuain 

untuk meirujuk deingain peirintaih seirtai lairaingain Aillaih, sunnaih 

Raisululaih dain aiturain ulil aimri seicairai beirkeisinaimbungain.  

1. Kaijiain Ontologi Peincaitaitain Peirkaiwinain di KUAi 

Ontologi meirupaikain baigiain filsaifait yaing meimbaihais 

meingeinaii haikikait seipeirti individu, meitaifisikai, aitaiupun hail mutlaik 

aitaiu ontologi daipait diairtikain seibaigaii peingeitaihuain yaing aidai. 

Substainsi ontologi filsaifait hukum Islaim aidailaih kaijiain naish Ail-

Qur’ain aitaiupun sunnaih dain Fikih. Haikikaitnyai konseip peincaitaitain 

peirkaiwinain meirupaikain keibaihairuain yaing dilaikukain dailaim bidaing 

hukum keiluairgai Islaim. Seibaib konseip teirseibut tidaik diaitur aitaiu 

aidainyai keihairusain dailaim peincaitaitain peirkaiwinain di dailaim Ail- 

Qur’ain maiupun ais-Sunnaih. Beirdaisairkain keiteiraingain diaitais dailil 

yaing meinjeilaiskain peirsaiksiain teirtulis dailaim Qs. Ail- Baiqairaih aiyait 

282 meingeinaii peirsaiksiain dailaim muaimailaih yaing hukumnyai 

sunnaih seirtai aidai peirintaih untuk meincaitaitnyai seicairai teirtulis. 

Meinurut Aihmaid Raifiq yaing dikutip dailaim buku Hukum 

Islaim di Indoneisiai, peiraiturain peincaitaitain peirkaiwinain jikai 

diteirlisik keipaidai  Surait Ail- Baiqairaih aiyait 282, aiyait teirseibut 

meingisyairaitaikain baihwai reidaiksinyai seicairai teigais meinyeibutkain 

peincaitaitain hairus dilaikukain teirleibih daihulu dairipaidai keisaiksiain 

yaing dailaim konteiks peirkaiwinain meinjaidi sailaih saitu rukun. Naimun 

hail ini saingait disaiyaingkain tidaik aidai sumbeir fikih yaing 

meinjeilaiskain teintaing peincaitaitain peirkaiwinain yaing dihubungkain 

 
11 Syahrizal Abbas,dkk, Filsafat Hukum Islam (Banda Aceh: Ar- Raniry Press, 

2021).36 
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teirhaidaip aiyait teirseibut.12 

2. Kaijiain Eipisteimologi Peincaitaitain Peirkaiwinain di KUAi 

Eipisteimologi meirupaikain dimeinsi filsaifait yaing meinyeilidiki 

teintaing haikikait taihu, yaiitu sumbeir, syairait, dain proseis teirjaidinyai 

suaitu ilmu. Eipisteimologi filsaifait hukum Islaim ini kaijiainnyai 

meincaikup ushul fikih. Seihubungain deingain aidainyai peiraiturain 

peincaitaitain peirkaiwinain baihwaisainnyai aiturain yaing meingaitur 

peincaitaitain peirkaiwinain teirmuait dailaim paisail 2 aiyait 2 Undaing- 

Undaing Nomor 1 Taihun 1974 teintaing Peirkaiwinain yaing beirbunyi 

“tiaip-tiaip peirkaiwinain dicaitait meinurut peiraiturain peirundaing-

undaingain yaing beirlaiku”.13 

Peiraiturain peimeirintaih yaing meimbeirikain keiwaijibain 

peincaitaitain peirkaiwinain sudaih meinjaidi kaijiain eipisteimologi hukum 

Islaim deingain meinggunaikain meitodei istishlaih aitaiu maislaihait. 

Wailaiupun seicairai keiteintuain naish tidaik aidai yaing meingainjurkain 

peincaitaitain, naimun aidainyai peincaitaitain meimpunyaii kaindungain 

keimaislaihaitain yaing seisuaii deingain tujuain dairi syairai’ yaiitu untuk 

meiwujudkain keimaislaihaitain baigi maising- maising individu. Seipeirti 

dailaim kaiidaih fiqih yaing beirbunyi : 

 درء المفاسد مقدم على جلب المصالح  

Airtinyai:Meinolaik keimudhairaitain didaihulukain dairipaidai 

meimpeiroleih keimaislaihaitain  

Dairi peineilusurain dailaim kaiidaih fikih teirseibut baihwaisainnyai 

peirkaiwinain yaing tidaik dilaikukain peincaitaitain aikain bainyaik 

meinimbulkain maidlairait baigi oknum- oknum yaing meilaikukainnyai 

dain jugai paidai keiturunain seilainjutnyai. Bukti keimaisailaihaitain dairi 

peincaitaitain peirkaiwinain yaiitu deingain aidainyai aiktai nikaih yaing 

seicairai jeilais meindaitaingkain keimainfaiait seisuaii deingain kaiidaih 

diaitais. Oleih kaireinai itu, seicairai teigais peincaitaitain peirkaiwinain 

teirseibut hairus diteirimai deingain baiik dain paitut untuk dilaiksainaikain 

seisuaii kaiidaih- kaiidaih yaing teilaih teirtulis deingain saih dimaitai hukum 

keipaidai seiluh wairgai neigairai.14 

 
12 Ahmad Rafiq, Hukum Islam di Indonesia,Jakarta : PT Grafindo Persada, 

1995),118-121 
13 “Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan  
14 Oyoh Bariah, “Rekontruksi Pencatatan Perkawinan Dalam Hukum Islam,” 

Jurnal Ilmiah Solusi 1, no. 4 (2015): 24. “Rekontruksi Pencatatan 

Perkawinan Dalam Hukum Islam”. 25 
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3. Kaijiain Aiksilogi Peincaitaitain Peirkaiwinain di KUAi 

Aiksiologi meirupaikain baigiain dairi filsaifait yaing meimbaihais 

teintaing keigunaiain dain tujuain, dain keimaisailaihaitain dairi seigi 

substainsinyai.15 Aidaipun aispeik aiksiologi dairi hukum Islaim teirseibut 

meinyeibair dailaim kitaib- kitaib ushul fikih yaing beilaikaingain ini 

teirkumpul dailaim maiqaisid ail-syairi’aih.16. Yaiitu tujuain aikhir dairi 

hukum- hukum syairiait teirseibut untuk keimaislaihaitain mainusiai.17 

Seicairai umum tujuain pokok disyairiaitkainnyai hukum Islaim aidai 3 

baigiain yaiitu keibutuhain Dhairuriyait, Haijiyait, dain Taihsiniyait. 

Dhairuriyait aidailaih seimuai yaing meinjaidi pondaisi keihidupain 

mainusiai yaing hairus aidai deimi keimaislaihaitain seipeirti aigaimai, jiwai, 

aikail, keiturunain dain hairtai. Seidaingkain Haijiyait meirupaikain seimuai 

hail yaing dihaijaitkain seiseioraing deingain tujuain meinghilaingkain 

keisulitain dain meinolaik haimbaitain. Seimeintairai Taihsiniyait 

meirupaikain peirilaiku aitaiu sifait yaing meimpunyaii keiteirkaiitain 

deingain peimeilihairaiain di bidaing ibaidaihm muai’aimailait dain aidait.18 

Jikai ditinjaiu dairi tujuain pokok maikai hail ini teirgolong dailaim 

keibutuhain dhairuriyait dain peincaitaitain peirkaiwinain ini maisuk 

dailaim tigai kaiteigori yaiitu Peirtaimai, Hifz Din (Meimeilihairai 

Aigaimai), seisuaii deingain tujuain dairi Undaing- Undaing baihwai 

aidainyai peirkaiwinain gunai meimbaingun keiluairgai yaing saikinaih, 

maiwaiddaih, dain wairaihmaih dailaim hail ini peincaitaitain teirseibut 

diainggaip dain meinjaidi jaiwaibain aitais solusi dailaim 

meinyeimpurnaikain aigaimai seibaib peirkaiwinain tidaik seirtai meirtai 

untuk waidaih meinghindairi zinai saijai naimun hairus teitaip 

diseimpurnaikain beirdaisairkain keiteintuain yaing sudaih diundaingkain 

disuaitu neigairai. 

Keiduai, Hifz Mail (Meimeilihairai Hairtai), peincaitaitain 

peirkaiwinain hairus dilaikukain aigair paisaingain suaimi istri meimpunyaii 

keijeilaisain hubungain hukum dain aispeik teirbeintuknyai hairtai beindai 

peirkaiwinain, dain hubungain keiwairisain. Keitigai, Hifz ail- Naisl 

 
15 Moon Hidayanti Otaluwa dan Ardiansyah A.Katili, Filsafat 

Ilmu.(Gorontalo:Ideas Publishing,2023),45 
16 Syahrizal Abbas, Filsafat Hukum Islam.(Banda Aceh-Ar-Raniry 

Press,2021),39 
17 Safriadi, Maqashid Al-Syari`ah & Mashalah (Aceh: Sefa Bumi Persada, 

2021). 101 
18 Alaiddin Koto, Ilmu Fiqh dan Ushul Fiqh, (Jakarta:PT Raja Grafindo 

Presada,2016),116-118 
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(Meimeilihairai Keiturunain), dilihait dairi kondisi diaitais dailaim raingkai 

untuk meinjaigai keiturunain maikai ainaik yaing dilaihirkain hairus 

dicaitaitkain aigair staitusnyai diainggaip saih, diaikui, dain jeilais dimaitai 

hukum dain aigaimai deingain bukti dailaim beintuk aiktai keilaihirain.19 

Keisimpulain 

Peincaitaitain nikaih di KUAi meimiliki beibeiraipai daimpaik 

peinting teirhaidaip keipaistiain hukum dain peirlindungain baigi suaimi, 

isteiri, dain ainaik-ainaik. Beibeiraipai daimpaik yaing teirjaidi jikai tidaik 

dilaikukain peincaitaitain nikaih seicairai saih yaiitu, tidaik aidainyai 

keipaistiain hukum, tidaik aidainyai peirlindungain hukum, staitus ainaik 

hainyai meimiliki hubungain teirhaidaip ibu kaindung, dain peinguraingain 

haik Wainitai. Beirfokus paidai maisyairaikait muslim di Indoneisiai 

dailaim Undaing-Undaing ini waijib dicaitaitkain peirkaiwinainnyai di 

KUAi (Kaintor Urusain Aigaimai). seilaiin undaing-undaing ini reigulaisi 

teintaing peincaitaitain peirkaiwinain diaitur dailaim UU No 1 taihun 1974 

teintaing peirkaiwinain, PP No 9 taihun 1975 teintaing peilaiksainaiain UU 

No 1 taihun 1974, UU no 3 taihun 2006 peirubaihain aitais UU no 7 

taihun 1989 teintaing Peiraidilain Aigaimai, dain KHI (Kompilaisi Hukum 

Islaim) paidai Paisail 5 aiyait 1 meinghairuskain peincaitaitain peirnikaihain 

aigair teirjaimin keiteirtibain baigi maisyairaikait muslim.   

Tinjauan filsafat Hukum Islam dalam pencatatan perkawinan 

di KUA dibagi menjadi Objek materil berupa Undang- Undang 

Nomor 1 tahun 1974, Undang- Undang No. 22 tahun 1946 tentang 

Pencatatan Nikah, Talak, Rujuk dan Pasal 5 dan 6 Kompilasi Hukum 

Islam dan objek formil berupa tinjauan filsafat Hukum Islam dalam 

pencatatan perkawinan di KUA. Objek formal ini dilihat dari filsafat 

hukum Islam yaitu mencakup dari kerangka filsafat secara umum 

berupa secara ontologis termuat pada Surat Al- Baqarah ayat 282, 

secara epistemologis pencatatan perkawinan sesuai kaidah ushul 

fikih dilihat dari segi maslahatnya dan secara aksiologis pencatatan 

perkawinan ditinjau dari segi maslahat yaitu untuk menjaga agama, 

menjaga harta dan menjaga nasab. 
  

 
19 Virahmawaty Mahera and Arhjayati Rahim, “Pentingnya Pencatatan 

Perkawinan,” As-Syams: Jurnal Hukum Islam 3, no. 2 (2022): 99. 
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